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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka pembangunan perindustrian dan ekonomi suatu negara
maka perlu dibutuhkan dana yang besar. Kebutuhan dana yang besar itu hanya
dapat dipenuhi dengan memberdayakan secara maksimal sumber — sumber dana
tersebut. Sumber dana yang utama dan yang terpenting adalah lembaga
perbankan, lembaga keuangan non bank, yang salah satunya adalah koperasi®.
Berdasarkan pasal 1 Angka 1 Undang — Undang nomor 17 tahun 2012 tentang
Perkoperasian dijelaskan bahwa:

“Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perorangan

atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para

anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi
aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya
sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi”.

Dalam Perannya Koperasi, khususnya Koperasi Simpan Pinjam (KSP)
semakin penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Koperasi Simpan
Pinjam menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat untuk mendapatkan dana
dalam upaya memperbaiki taraf hidup, pemenuhan kebutuhan sehari — hari dan
mengembangkan usaha®. Sesuai dengan Undang — Undang nomor 17 tahun 2012

tentang Perkoperasian bahwa cakupan usaha koperasi menjadi luas, tidak hanya

! Abdul Rasyid Saliman, Hermansyah & Ahmad Jalis, 2008, Hukum Bisnis untuk Perusahaan :
Teori dan Contoh Kasus, Jakarta : Kencana, Hal. 17.

2 Tatik Suryani, Sri Lestari & Wiwik Lestari, 2008, Manajemen Koperasi : Teknik Penyusunan
Laporan Keuangan, Pelayanan Prima dan Pengelolaan SDM, Yogyakarta : Graha Ilmu, hal. 1



melayani kebutuhan anggota, tetapi juga masyarakat pada umumnya, maka
Koperasi Simpan Pinjam pun juga mempunyai nasabah yang tidak hanya
terbatas pada anggota, tetapi juga masyarakat umum?®. Tujuan pendirian koperasi
adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara
keseluruhan®. Pernyataan mengenai tujuan koperasi dapat ditemukan dalam
pasal 4 Undang — Undang nomor 17 tahun 2012 yang berbunyi:

“koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada
khususnya dan masyarakat pada umumnya sekaligus sebagai bagian
yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang
demokratis dan berkeadilan. Hadirnya koperasi merupakan salah satu
jawaban dari persoalan — persoalan ekonomi masyarakat, khususnya
masyarakat lemah, pengusaha kecil dan menengah”.

Berkaitan dengan upaya peningkatan perekonomian masyarakat, maka
perlu dilakukannya progam — progam yang dapat meningkatkan taraf hidup
masyarakat. Salah satunya adalah progam pemberian kredit kepada masyarakat
sehingga memperkuat permodalan yang nantinya dapat meningkatkan taraf
hidup masyarakat pada umumnya®. Dalam hal ini koperasi kredit dapat dibentuk
pada setiap bidang usaha atau koperasi. Kegiatan simpan pinjam diorganisasikan
dalam koperasi kredit amat diperlukan pada koperasi konsumsi, koperasi
penjualan, koperasi jasa maupun koperasi produksi®. Dasar dari suatu perjanjian

kredit adalah diatur dalam pasal 1 angka 32 Peraturan Menteri Koperasi Usaha

* Ibid, Hal.2

* Subandi, 2017, Ekonomi Koperasi : Teori dan Praktik, Bandung : Alfabeta, Hal.21.

> Hermansyah, 2005, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Jakarta : Kencana, Hal. 19.
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Yogyakarta, Hal. 69.



Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor: 02/PERM/M.KUKM/11/2017
Tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, dijelaskan bahwa:

“Kredit atau Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang

dapat dipersamakan dengan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau

kesepakatan pinjam — meminjam antara koperasi dengan pihak lain
yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah
jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan”.

Lembaga Perbankan, lembaga keuangan non bank yang dalam
menyalurkan dana dalam bentuk kredit pada pihak — pihak yang membutuhkan
dana tidaklah mudah, karena harus memenuhi persyaratan — persyaratan yang
ditetapkan oleh koperasi yang bersangkutan. Salah satu persyaratan terpenting
untuk memperoleh fasilitas kredit adalah adanya jaminan dan agunan. Dan
dalam perkembangannya jaminan dan agunan tersebut haruslah barang — barang
yang bermutu tinggi dan mudah diperjual belikan’.

Tidak dapat disangkal, bahwa pembangunan ekonomi diberbagai
sektornya, terutama kegiatan — kegiatan bisnis yang dilakukan para pelaku bisnis
akan selalu diikuti oleh perkembangan kebutuhan melalui kredit dan pemberian
fasilitas kredit akan selalu membutuhkan adanya jaminan. Dibutuhkannya
jaminan dan agunan dalam suatu pemberian fasilitas kredit adalah semata — mata
berorientasi untuk melindungi kepentingan kreditur agar dana yang telah

diberikan kepada debitur dapat dikembalikan segala pinjamannya secara teratur

7 Abdul R Saliman, Hermansyah & Ahmad Jalis, 2008, Hukum Bisnis untuk Perusahaan : Teori
dan Contoh Kasus, Jakarta : Kencana, Hal. 17



dan lancar sesuai jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan persyaratan dan
perjanjian kredit yang telah disepakati bersama.

Kredit merupakan suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan
seseorang atau badan usaha untuk meminjam uang untuk membeli produk dan
membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan. UU No. 10 tahun
1998 menyebutkan bahwa kredit adalah "penyediaan uang atau tagihan yang
dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan
pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak
peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan
pemberian bunga"®. Sedangkan menurut Undang — Undang Nomor 17 Tahun
2012 Tentang Perkoperasian Pasal 1 ayat (14) Pinjaman adalah penyediaan uang
oleh Koperasi Simpan Pinjam kepada Anggota sebagai peminjam berdasarkan
perjanjian, yang mewajibkan Peminjam untuk melunasi dalam jangka waktu
tertentu dari membayar jasa.

Kreditur mensyaratkan adanya jaminan bagi pemberian kredit demi
keamanan dana serta kepastian hukumnya. Istilah jaminan yaitu zekerheid atau
cautie yaitu kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi kreditnya
kepada kreditur, yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang
bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau hutang yang diterima
debitur terhadap krediturnya.

Yang dimaksud dengan jaminan itu sendiri adalah tanggungan yang

diberikan oleh debitur dan atau pihak ketiga kepada kreditur karena pihak

®https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kredit_(keuangan) Diakses pada tanggal 15 Maret 2019, pukul 22.57
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kreditur mempunyai suatu kepentingan bahwa debitur harus memenuhi
kewajibannya dalam suatu perikatan. Pengertian jaminan juga menurut pasal 2
ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR
tentang jaminan pemberian kredit, maka jaminan adalah suatu keyakinan
kreditur atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang
diperjanjikan. Macam — macam dari jaminan kebendaan itu sendiri terdiri dari
benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda tidak bergerak yang lazim
diterima kreditur sebagai jaminan kredit dapat berupa tanah dan bangunan,
kapal berukuran 20m? keatas, sedangkan benda bergerak yang lazim diterima
kreditur sebagai jaminan kredit dapat berupa kendaraan bermotor dan alat
berat, deposito, tagihan, stok barang.

Benda bergerak yang dijadikan sebagai jaminan dapat dibebankan hak
gadai dan hak fidusia. Hak gadai diatur dalam buku Il pasal 1150 — 1160 Kitab
Undang — Undang Hukum Perdata. Dalam pasal 1150 KUH Perdata dinyatakan
bahwa gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang
bergerak, yang diberikan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya
untuk menjamin suatu utang dan memberikan kewenangan kepada kreditur
umtuk mendapat pelunasan dari barang tersebut terlebih dahulu dari kreditur —
kreditur lainnya, kecuali biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang
telah dikeluarkan untuk memelihara benda itu, biaya — biaya yang sama harus
didahulukan. Sedangkan hak fidusia adalah jaminan atas suatu benda atas dasar

kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikkannya



dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.. Perjanjian fidusia sendiri
harus didaftarkan atau dicatat dalam sertifikat kepemilikannya.

Salah satu benda bergerak yang dapat dijadikan jaminan adalah
kendaraan bermotor. Hak kebendaan atas kebendaan atas kendaraan bermotor
ditandai dengan kepemilikan buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) yang
dapat dijadikan jaminan kebendaan, karena kendaraan bermotor memiliki nilai
dan atau harga. Sehingga pada saat ini sudah selayaknya apabila debitur sebagai
penerima kredit dan kreditur sebagai pemberi fasilitas kredit serta pihak lain
memperoleh perlindungan melalui suatu lembaga hak jaminan yang kuat dan
dapat kepastian hukum.

Mengenai fidusia diatur dalam Undang — Undang nomor 42 tahun 1999
tentang Jaminan Fidusia. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu
benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak
kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Maka
objek yang dijaminkan sebagai jaminan adalah BPKB sebagai tanda kepemilikan
yang dialihkan, sedangkan kendaraan bermotornya masih dalam kekuasaan
debitur dan masih tetap dipakai®.

Perjanjian kredit menurut islam terdapat dalam HR. Bukhori Nomor
2393 yang berbunyi :

“Sesungguhnya yang paling diantara kalian adalah yang paling baik

dalam membayar hutang”.

® www.hukumonline.com, diakses tanggal 4 Oktober 2019, Pukul 07.00
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Berdasarkan hadist tersebut, islam telah mengajarkan bahwa dalam
perjanjian kredit seorang debitur atau berhutang berkewajiban untuk membayar
hutangnya, bahkan dalam hadist diatas dijelaskan bahwa yang paling diantara
kalian adalah yang paling baik membayar hutang, maka dapat diartikan bahwa
orang yang paling baik dalam hal menjalankan perjanjian kredit adalah orang
yang mampu melunasi hutangnya dengan baik sesuai dengan perjanjian kredit
yang telah disepakati.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis sangat tertarik untuk
melakukan penulisan selanjutnya yang dituangkan dalam skripsi yang berjudul
“TANGGUNG JAWAB HUKUM PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN
KREDIT DENGAN JAMINAN BUKU PEMILIK KENDARAAN
BERMOTOR (BPKB) STUDI KASUS DI KOPERASI SIMPAN PINJAM

ENGGAL MAGETAN”.

. Pembatasan Masalah

Dalam suatu penelitian perlu adanya suatu pembatasan masalah atau
ruang lingkup permasalahan pada suatu obyek yang diteliti, karena akan
mempermudah penulis dalam mengumpulkan data. Penelitian ini dibatasi
dengan hanya melakukan penelitian tentang Tanggung Jawab Para Pihak dalam
Perjanjian Kredit dengan Jaminan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)

di Koperasi Simpan Pinjam Enggal yang beralamat di Magetan.



C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah

sebagai berikut:

1. Bagaimana konstruksi hukum dari perjanjian kredit dengan jaminan Buku
Pemilik Kendaraan Bermotor(BPKB) di Koperasi Simpan Pinjam Enggal
Magetan?

2. Bagaimana tanggung jawab hukum para pihak dalam Perjanjian Kredit
dengan Jaminan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor(BPKB) di Koperasi
Simpan Pinjam Enggal Magetan?

3. Problematika apa yang muncul dalam Perjanjian Kredit dengan jaminan
Buku Pemilik Kendaraan Bermotor(BPKB) di Koperasi Simpan Pinjam

Enggal Magetan?

C. Tujuan Penelitian
Setiap kegiatan ilmiah tentunya memiliki tujuan-tujuan khusus yang telah di
targetkan sebelumnya. Dalam penelitian ini penulis membagi menjadi dua hal:
1. Tujuan Objektif
a. Untuk mendiskripsikan kontruksi hukum dari perjanjian kredit dengan
jaminan buku pemilik kendaraan bermotor di Koperasi Simpan Pinjam
Enggal Magetan
b. Untuk mendiskripsikan tanggung jawab hukum para pihak dalam
perjanjian kredit dengan jaminan buku pemilik kendaraan bermotor di

Koperasi Simpan Pinjam Enggal Magetan.



c. Untuk mengetahui problematika yang muncul dalam perjanjian kredit
dengan jaminan buku pemilik kendaraan bermotor di Koperasi Simpan
Pinjam Enggal Magetan.

2. Tujuan Subyektif

a. Untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana hukum di fakultas
hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

b. Untuk mengembangkan wawasan serta pengetahuan penulis atau
peneliti dalam bidang hukum perdata terutama terkait perjanjian.

c. Sebagai salah satu sumbangan penulis dalam penelitian selanjutnya.

D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi ilmiah mengenai
ilmu hukum perdata di Indonesia terutama mengenai perjanjian kredit
dengan jaminan buku pemilik kendaraan bermotor di Koperasi Simpan
Pinjam Enggal Mgetan.
2. Manfaat Praktis
a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan literatur bagi semua pihak yang
tertarik dengan perjanjian kredit dan dapat dijadikan acuan untuk
penelitian selanjutnya.
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa
pengetahuan dan wawasan mengenai Perjanjian Kredit dengan Jaminan

Buku Pemilik Kendaraan Bermotor.



E. Kerangka Pemikiran

Perjanjian Kredit

10

A\ 4

Jaminan

Kontruksi Hukum Buku Pemilik Kendaraan
Bermotor Sebagai Jaminan Kredit

Tanggung Jawab Hukum Para Pihak

Problematika Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan
Buku Pemilik Kendaraan Bermotor

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan skema kerangka pemikiran diatas tahap pertama yang

dilakukan penulis dalam penelitian ini yaitu melakukan penelitian mengenai

perjanjian kredit dengan jaminan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) di

Koperasi Simpan Pinjam Enggal - Magetan. Dimana Perjanjian Kredit sendiri

merupakan perjanjian konsensuil antara debitur dan kreditur yang melahirkan

hubungan hutang piutang, dimana kreditur berkewajiban membayar kembali

pinjaman yang diberikan oleh kreditur, dengan berdasarkan syarat dan kondisi
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yang telah disepakati oleh para pihak®. Dan dari perjanjian kredit tersebut
penulis akan meneliti kontruksi hukum dari perjanjian kredit dengan jaminan
Buku Pemilik Kendaraan Bermotor yang telah disepakati oleh para pihak, serta
perjanjian kredit tersebut digolongkan pada perjanjian kredit di bawah tangan
atau perjanjian kredit notariil, serta untuk mengetahui apakah jaminan yang
diterima kreditur dari debitur yang berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor
didaftarkan dan dibebani jaminan fidusia sesuai dengan Undang — Undang
Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia atau hanya sebatas jaminan atas
hutang yang ditahan kreditur untuk menjamin kepastian pengembalian hutang
debitur. Dan selanjutnya dari perjanjian kredit tersebut dapat diketahui apa saja
hak dan kewajiban yang harus dilakukan atau diterima oleh kreditur maupun
debitur sesuiai dalam isi atau klausula perjanjian kredit tersebut dan konsekuensi
yang ditanggung kreditur maupun debitur apabila terjadi alpha atau melakukan
wanprestasi sesuai pada klasusul perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak
dimana dalam hal ini dapat dikatakan sebagai tanggung jawab para pihak dalam
perjanjian kredit dengan jaminan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, dan yang
paling akhir peneliti melakukan penelitian melalui wawancara pada pihak
kreditur maupun debitur atau data tertulis pada kantor Koperasi Simpan Pinjam
Enggal Magetan tentang problematika yang muncul akibat perjanjian kredit
dengan jaminan Buku Pemilik Kendaraan Bermoto, dan bagai mana
penyeleseaian dari problematika yang muncul, dalam penelitian ini penulis

menggunakan bahan hukum atau melihat hukum yang terkait dengan penelitian

9egalbanking.wordpress.com, diakses tanggal 28 Oktober 2019 pukul 20.00
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ini yaitu Undang — Undang nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian,
PERMEN  Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah  Nomor
15/PER/M.KUKM/1X/2015 Tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi
disempurnakan dengan PERMEN Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Nomor. 02/PER/M.KUKM/I1/2017 Tentang Usaha Simpan Pinjam oleh
Koperasi, Undang — Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
serta dengan mempertimbangkan pada bahan — bahan pustaka yang berupa

literatur — literatur, artikel dan karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

F. Metode Penelitian
Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-
prinsip hukum maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang
dihadapi'*. Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan
pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk
mempelajari satu atau beberapa gejala hukum  tertentu dengan cara
menganalisanya®?. Metode penelitian dalam penulisan ini dapat diperinci sebagai
berikut:
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian
deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang merupakan prosedur

pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek

! peter Mahmud Marzuki,2005, Penelitian Hukum, Jakarta: Prenada Media. Hal. 35.
“Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono. 2004.”Metode Penelitian Hukum”.Surakarta: Surakarta
Muhammadiyah University Press. HIm 1.



13

atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak®.
Yaitu dengan mendiskripsikan bentuk dan isi terkait Perjanjian Kredit
dengan Jaminan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor di Koperasi Simpan
Pinjam Enggal Magetan.

2. Metode Pendekatan
Metode pendekatan dalam penelitian hukum doktrinal yang bersifat
normatifyaitu suatu penelitian hukum yang mempunyai sumber hukum
sekunder. Pendekatan itu yang memungkinkan diperoleh jawaban yang
diharapka natas permasalahan hukum yang diajukan. Pendekatan yang dapat
dipakai dalam penelitian ini adalah Pendekatan perundang-undangan (Statute
Approach). Pendekatan doktrinal yang bersifat normatif karena yang diteliti
adalah aspek hukum, asas hukum, kaidah hukum terhadap isi perjanjian
kredit dengan Jaminan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor di Koperasi
Simpan Pinjam Enggal Magetan dengan melihat hukum yang terkait Kitab
Undang —-Undang Hukum Perdata, dan Undang-Undang nomor 17 tahun
2012 tentang Perkoperasian.

3. Lokasi Penelitian
Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian pada Kantor Koperasi
Simpan Pinjam Enggal Magetan. Yang beralamat di desa Ngariboyo

Kabupaten Magetan.

13 Soerjono dan Abdul Rahman. 2003. “Metode Penelitian Hukum”. Jakarta:Rineka Cipta, him. 23
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4. Jenis Data
Dalam penelitianhukum ini, maka penulis menggunakan jenis dan sumber
data sebagai berikut yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder™*:
a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan peneliti dalam penelitian ini

adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

2. PERMEN Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor
15/PER/M.KUKM/1X/2015 Tentang Usaha Simpan Pinjam oleh
Koperasi disempurnakan dengan PERMEN K operasi dan Usaha
Kecil dan Menengah Nomor. 02/PER/M.KUKM/11/2017 Tentang
Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

3. Undang — Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

4. Bahan-bahan pustaka berupa literatur-literatur, artikel dan karya
ilmiah yang dikutip berkaitan dengan penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini

berupa Akta Perjanjian Kredit/Utang dengan Jaminan Buku Pemilik

Kendaraan Bermotor di Koperasi Simpan Pinjam Enggal Magetan.

5. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

Studi Kapustakaan. Metode ini dilakukan dengan cara melakukan

“Khudzalifah Dimyati dan Kelik Wardiono, 2004, Metode Penelitian Hukum, Surakarta : Universitas
Muhammadiyah Surakarta, Hal.8.
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serangkaian kegiatan seperti mencari, menginventarisasi dan mempelajari
peraturan perundang-undangan, buku, pendapat sarjana, dan data sekunder
lainnya yang dapat digunakan sebagai bahan dalam penelitian ini.
6. Metode Analisis Data

Analisis data adalah mekanisme mengorganisasikan data dan
mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan uraian sehingga dapat
ditemukan tema dan hipotesis kerja yang diterapkan oleh data’®. Data yang
telah terkumpul dan telah diolah akan dibahas dengan metode normatif
kualitatif, yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara mempelajari
data-data yang diperoleh dan diolah berdasarkan norma-norma hukum,

doktrin hukum dan teori ilmu hukum.

G. Sistematika Penulisan
Hasil penelitian akan disusun dalam format penulisan hukum maka
penelitian menyiapkan suatu sistematika hukum. Adapun sistematika penulisan
hukum ini terdiri dari empat bab, yang setiap bab terbagi dalam sub-sub bagian
yang dimaksud untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil
penelitian ini. Sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut:
BAB | : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Pembatasan Masalah

C. Perumusan Masalah

15 J Moleong Lexy. 2006.”Metode Penelitian Kualitatif”. Bandung:Rosdakarya,hlm.280
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D. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian
E. Kerangka Pemikiran
F. Metode Penelitian
G. Sistematika Skripsi
BAB Il : TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Umum tentang Kredit berdasarkan Undang — Undang No. 17
Tahun 2012
1. Pengertian Kredit dan Perjanjian Kredit

2. Fungsi Kredit

w

Prinsip Kredit
4. Jenis Kredit
5. Prosedur Pemberian Kredit
B. Tinjauan Umum tentang Jaminan dan Jaminan Fidusia
1. Pengertian Jaminan
2. Macam - Macam Jaminan
3. Jaminan Fidusia berdasarkan Undang — Undang Nomor 42 Tahun
1999 Tentang Jaminan Fidusia
4. Obyek dan Subyek Jaminan Fidusia berdasarkan Undang -
Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
5. Pembebanan/Akta Jaminan Fidusia
6. Pendaftaran Jaminan Fidusia

BAB IIl : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
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A. Kontruksi hukum dari perjanjian kredit dengan jaminan buku pemilik
kendaraan bermotor di Koperasi Simpan Pinjam Enggal — Magetan.

B. Tanggung jawab hukum para pihak dalam perjanjian kredit dengan
jaminan buku pemilik kendaraan bermotor di Koperasi Simpan Pinjam
Enggal — Magetan.

C. Problematika dalam perjanjian kredit dengan jaminan buku pemilik
kendaraan bermotor di Koperasi Simpan Pinjam Enggal = Magetan.

BAB IV PENUTUP

A Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA



